
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.191, 2017 KEUANGAN. APBN. Tahun 2016. Pertanggungjawaban. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6113). 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun Anggaran 2016 yang diundangkan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016, pelaksanaannya perlu dilakukan 

pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap 

pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 telah 
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dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK); 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016, pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 harus 

ditetapkan dengan Undang-Undang; 

d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang 

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama 

Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan 

Dewan Perwakilan Daerah Nomor 59/DPD RI/V/2016-

2017 tanggal 21 Juli 2017; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Undang-Undang tentang 

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), 

Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5767), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 

2016 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
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Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini. 

 

Pasal 2 

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 

Anggaran 2016; 

c. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016; 

d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016; 

e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016; 

dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan 

yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 

 

Pasal 3 

Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan 

informasi keuangan sebagai berikut: 

a. realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 

adalah sebesar Rp1.555.934.150.832.790 (satu 

kuadriliun lima ratus lima puluh lima triliun sembilan 

ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta 

delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan 

puluh rupiah) yang berarti 87,11% (delapan puluh tujuh 

koma satu satu persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 

2016 sebesar Rp1.786.225.025.908.000 (satu kuadriliun 

tujuh ratus delapan puluh enam triliun dua ratus dua 

puluh lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus 

delapan ribu rupiah); 
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b. realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah 

sebesar Rp1.864.275.091.894.965 (satu kuadriliun 

delapan ratus enam puluh empat triliun dua ratus tujuh 

puluh lima miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus 

sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh 

lima rupiah) yang berarti 89,5% (delapan puluh sembilan 

koma lima persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 

sebesar Rp2.082.948.885.885.000 (dua kuadriliun 

delapan puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh 

delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta 

delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

c. berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Negara 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit 

Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp308.340.941.062.175 (tiga ratus delapan triliun tiga 

ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh 

satu juta enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima 

rupiah) yang berarti 103,92% (seratus tiga koma 

sembilan dua persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 

sebesar Rp296.723.859.977.000 (dua ratus sembilan 

puluh enam triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar 

delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus 

tujuh puluh tujuh ribu rupiah); 

d. pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c 

adalah sebesar Rp334.503.339.851.560 (tiga ratus tiga 

puluh empat triliun lima ratus tiga miliar tiga ratus tiga 

puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu 

lima ratus enam puluh rupiah) yang berarti 112,73% 

(seratus dua belas koma tujuh tiga persen) dari APBN-P 

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000 

(dua ratus sembilan puluh enam triliun tujuh ratus dua 

puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta 

sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); 

e. berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada huruf c dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
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pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) sebesar Rp26.162.398.789.385 (dua puluh enam 

triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan 

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan 

ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); 

f. realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak 

bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas 

neto. 

 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 

2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

memberikan informasi keuangan sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2016 

sebesar Rp107.913.549.522.565 (seratus tujuh triliun 

sembilan ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh 

sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus 

enam puluh lima rupiah); 

b. penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp354.737.335.464 (tiga ratus lima puluh empat miliar 

tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh 

lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah); 

c. berdasarkan SAL Awal sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan Penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 

2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat SAL 

Awal Tahun Anggaran 2016 Setelah Penyesuaian sebesar 

Rp108.268.286.858.029 (seratus delapan triliun dua 

ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan 

puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu 

dua puluh sembilan rupiah); 

d. penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan sebesar minus Rp19.011.062.000.000 (sembilan 

belas triliun sebelas miliar enam puluh dua juta rupiah); 

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf e sebesar Rp26.162.398.789.385 (dua puluh enam 
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triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan 

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan 

ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); 

f. berdasarkan SAL Awal Tahun Anggaran 2016 setelah 

penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, 

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan SiLPA 

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada 

huruf e, terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar 

Rp115.419.623.647.414 (seratus lima belas triliun empat 

ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga 

juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus 

empat belas rupiah); 

g. penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2016 sebesar minus 

Rp2.225.788.383.129 (dua triliun dua ratus dua puluh 

lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga 

ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh 

sembilan rupiah); 

h. berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf f dan Penyesuaian SAL Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf g, 

terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp113.193.835.264.285 (seratus tiga belas triliun seratus 

sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima 

juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan 

puluh lima rupiah). 

 

Pasal 5 

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan 

informasi keuangan sebagai berikut: 

a. jumlah aset sebesar Rp5.456.881.565.245.612 (lima 

kuadriliun empat ratus lima puluh enam triliun delapan 

ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh 

lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus 

dua belas rupiah); 
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b. jumlah kewajiban sebesar Rp3.889.949.813.238.968 (tiga 

kuadriliun delapan ratus delapan puluh sembilan triliun 

sembilan ratus empat puluh sembilan miliar delapan 

ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu 

sembilan ratus enam puluh delapan rupiah); 

c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.566.931.752.006.649 (satu 

kuadriliun lima ratus enam puluh enam triliun sembilan 

ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua 

juta enam ribu enam ratus empat puluh sembilan 

rupiah). 

 

Pasal 6 

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan 

informasi keuangan sebagai berikut: 

a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp1.664.656.451.847.902 (satu kuadriliun enam ratus 

enam puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam 

miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus 

empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah); 

b. beban operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp1.872.337.960.471.773 (satu kuadriliun delapan ratus 

tujuh puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar 

sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh 

satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); 

c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan beban operasional 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit 

dari kegiatan operasional sebesar 

Rp207.681.508.623.871 (dua ratus tujuh triliun enam 

ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan juta 

enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh 

puluh satu rupiah); 

d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar 

Rp67.956.520.850.893 (enam puluh tujuh triliun 

sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua 
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puluh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus 

sembilan puluh tiga rupiah); 

e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional 

sebagaimana dimaksud pada huruf c dan surplus dari 

kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada 

huruf d, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun 

Anggaran 2016 sebesar Rp139.724.987.772.978 (seratus 

tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh empat 

miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh 

ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh 

delapan rupiah). 

 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan 

informasi keuangan sebagai berikut: 

a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 

minus Rp139.008.141.105.397 (seratus tiga puluh 

sembilan triliun delapan miliar seratus empat puluh satu 

juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh 

rupiah); 

b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 

minus Rp258.158.575.310.459 (dua ratus lima puluh 

delapan triliun seratus lima puluh delapan miliar lima 

ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu 

empat ratus lima puluh sembilan rupiah); 

c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 

Rp423.329.115.205.241 (empat ratus dua puluh tiga 

triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima 

belas juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh 

satu rupiah); 

d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar 

minus Rp18.993.603.610.887 (delapan belas triliun 

sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus 

tiga juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan 

puluh tujuh rupiah). 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f 

memberikan informasi keuangan sebagai berikut: 

a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp1.669.790.895.690.636 (satu kuadriliun enam ratus 

enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh 

miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam 

ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam 

rupiah);  

b. penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebesar 

minus Rp1.530.307.195.836 (satu triliun lima ratus tiga 

puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh 

lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); 

c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian 

ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas awal Tahun 

Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebesar Rp 

1.668.260.588.494.800 (satu kuadriliun enam ratus 

enam puluh delapan triliun dua ratus enam puluh miliar 

lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus 

sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah); 

d. defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebesar 

Rp139.724.987.772.978 (seratus tiga puluh sembilan 

triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan 

ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh 

dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah); 

e. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi 

ekuitas sebesar Rp37.071.076.468.403 (tiga puluh tujuh 

triliun tujuh puluh satu miliar tujuh puluh enam juta 

empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga 

rupiah); 

f. transaksi antar entitas sebesar minus Rp72.406.275.018 

(tujuh puluh dua miliar empat ratus enam juta dua ratus 

tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah);  

www.peraturan.go.id



2017, No.191 
-11- 

g. reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar 

Rp1.397.481.091.442 (satu triliun tiga ratus sembilan 

puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta 

sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua 

rupiah); 

h. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 setelah 

penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit 

laporan operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud pada huruf d, koreksi-koreksi yang langsung 

menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud 

pada huruf e, transaksi antar entitas sebagaimana 

dimaksud pada huruf f, dan reklasifikasi kewajiban ke 

ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdapat 

ekuitas akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp1.566.931.752.006.649 (satu kuadriliun lima ratus 

enam puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh satu 

miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ribu enam 

ratus empat puluh sembilan rupiah). 

 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar 

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas.  

 

Pasal 10 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan 

Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan 

Lainnya.  

 

Pasal 11 

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran 

pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun 
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anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian 

pendapatan tahun-tahun yang lalu. 

 

Pasal 12 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian.  

 

Pasal 13 

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

 

Pasal 14 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Agustus 2017 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd.  

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Agustus 2017  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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